BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;,

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan
ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan
prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal 26
Agustus 2024,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan |Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, XKabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856); |

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia = Nomor
5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847), .

Peraturan Pemermtah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323); |

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6517) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemermtah Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2024 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6917);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indor:lesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk "Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana , telah diubah dengan Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Mell‘lteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun '2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 590};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Karimun Tahun 2006 — 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan LLembaran Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana
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Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun
2006 — 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor
3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karimun Nomeor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

Peraturan DaeI:'ah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Nomor 2};

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Karlmun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 10).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Menetapkan :

DAN
BUPATI KARIMUN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024,
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
semula sebesar Rp 1.650.776.692.175 berkurang sebesar
Rp (176.507.192.175,00) sehingga menjadi

Rp1.474.269.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
I
1. Pendapatan daerah
a. Semula | Rp 1.558.997.026.717,00
b. Berkurang Rp (145.765.482.928,00)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
Rp 1.413.231.543.789,00

2. Belanja Daerah
a. Semula i Rp 1.649.276.692.175,00
b. Berkurang | Rp (177.507.192.175,00)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan
Rp 1.471.769.500.000,00

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp 91.779.665.458,00
2) Berkurang | Rp (30.741.709.247,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp 61.037.956.211,00

b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp 1.500.000.000,00
2) Bertambah Rp 1.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp 2.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Rp 58.537.956.211,00

Sisa lébih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00.



Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 bersumber dari :
a. Pendapatan asli daerah
1) Semula Rp 529.904.226.859,00
2) Berkurang Rp (126.792.222.374,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp 403.112.004.485,00

b. Pendapatan transfer.
1) Semula Rp 958.109.225.477,00
2) Bertambah Rp 52.010.313.827,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan
Rp 1.010.119.539.304,00

¢. Lain-lain pendapataj::l daerah yang sah

1) Semula Rp 70.983.574.381,00
2} Berkurang Rp (70.983.574.381,00)
Jumlah pendapatan! transfer setelah perubahan
Rp 0,00 |

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a, bersumber dari :
a. Pajak daerah
1) Semula ; Rp 191.144.000.000,00
2) Bertambah Rp 65.448.615.992,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan
Rp 256.592.615.992,00

b. Retribusi daerah
1) Semula | Rp 91.970.658.896,00
2) Bertambah ' Rp 7.494.412.883,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
Rp 99.465.071.779,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp  3.522.651.190,00
2) Bertambah - Rp 475.313.743,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp 3.997.964.933,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp 243.266.916.773,00
2) Berkurang Rp (200.210.564.992,00)
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah perubahan Rp 43.056.351.781,00
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(2) Pendapatan transfer! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b, bersumber dari :
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
1) Semula | Rp 852.125.916.919,00

9) Bertambah * Rp 47.339.396.080,00
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah

perubahan Rp 899.465.312.999,00

b. Pendapatan transfer antar daerah
1) Semula Rp 105.983.308.558,00
2) Bertambah Rp 4.670.917.747,00
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan
Rp 110.654.226.305,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 huruf c, bersumber dari :

a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan :
1) Semula ,  Rp 70.983.574.381,00
2) Berkurang | Rp (70.983.574.381,00)
Jumlah lain-lain' pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan = setelah  perubahan
Rp. 0,00 i

' Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, terdiri atas : '
a. Belanja operasi

1) Semula ' Rp 1.254.563.071.084,00

2) Berkurang Rp (563.971.250.911,59)

Jumlah belanja operasi setelah perubahan

Rp 1.200.591.820.172,41

b. Belanja modal
1) Semula Rp 296.788.028.187,00
2) Berkurang | Rp (124.216.023.162,58)
Jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp 172.572.005.024,42

c. Belanja tidak terduga
1) Semula Rp 2.053.545.612,00
2) Bertambah Rp 500.581.899,17
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp 2.554.127.511,17

d. Belanja transfer
1) Semula Rp 95.872.047.292,00
2) Bertambah Rp 179.500.000,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan
Rp 96.051.547.292,00
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Pasal 5

|
(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,

terdiri atas :
a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 553.043.912.379,00
2) Bertambah Rp 27.557.310.188,12
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp 580.601.222.567,12

. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 522.784.908.657,00

2) Berkurang Rp (14.116.984.524,19)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp 508.667.924.132,81

Belanja subsidi .

1) Semula Rp 85.000.000,00
2) Berkurang Rp 0,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp 85.000.000,00 ’

. Belanja hibah
1) Semula Rp 178.181.297.548,00
2) Berkurang Rp (66.943.624.075,52)

Jumlah belanja h1bah setelah perubahan
Rp 111.237.673. 472 48

Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 467.952.500,00

2) Berkurang - Rp (467.952.500,00)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp 0,00

| ;
(2) Belanja modal sebaga!imana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,

terdiri atas :
a. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula | Rp 37.771.310.159,00

2) Berkurang ~ Rp (12.115.169.899,00)

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah
perubahan Rp 25.656.140.260,00

. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp 76.507.870.777,00

2) Berkurang Rp (30.944.703.427,59)

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah
perubahan Rp 45.563.167.349,41
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Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
1) Semula Rp 175.141.675.591,00
2) Berkurang | Rp (81.193.079.575,99)

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah
perubahan Rp 93.948.596.015,01

Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula | Rp 6.148.871.660,00

2) Bertambah | Rp 205.429.740,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan
Rp 6.354.301.400,;00

Belanja modal ase{ lainnya

1) Semula Rp 1.218.300.000,00

2} Berkurang Rp (168.500.000,00)

Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan
Rp 1.049.800.000,!00

f

' (3) Belanja tidak terdugé sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

hurufc:
a. Semula | Rp 2.053.545.612,00
b. Bertambah Rp 500.581.899,17

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp 2.554.127.511,17

t

(4) Belanja transfer sebaéaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d,
terdiri atas :
a. Belanja bagi hasil!

1) Semula Rp 2.100.000.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah belanja  bagi  hasil setelah perubahan
Rp 2.100.000.000!,00

Belanja bantuan ljceuangan

1} Semula i Rp 93.772.047.292,00

2) Bertambah Rp 179.500.000,00

Jumlah belanja ' bantuan keuangan setelah perubahan
Rp 93.951.547.292,00

! Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, terdiri atas : 1
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 91.779.665.458,00

2) Berkurang Rp (30.741.709.247,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp 61.037.956.211,00






